BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan perkembangan ketatanegaraan Indonesia
sesudah terjadinya reformasi nasional sejak 1998 yang kemudian
diikuti oleh terjadinya perubahan UUD 1945 secara sangat
mendasar sudah sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1999,
2000, 2001 dan 2002 telah mengubah secara mendasar
ketatanegaraan Indonesia dimasa yang akan datang.!

Proses perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur
ketatanegaraan baru, bahkan mengubah paradigma pelaksanaan
kekuasaan. Penegasan prinsip checks and balances dalam
pelaksanaan kekuasaan semakin membuka ruang bagi timbulnya
sengket.Pada sisi lainnya memperkuat prinsip konstitusionalisme,
demokrasi, dan penghormatan atas hak asasi manusia, dibentuk
kelembagaan negara baru baik melalui UUD maupun peraturan
perundang-undangan lain. Pembentukan lembaga-lembaga negara
dan hubungan antar lembaga negara.?

Mengenai perkembangan lembaga negara dalam rangka

reformasi konstitusi seperti diungkapkan oleh Jimly Asshiddigie

! Jimly Asshiddigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada 2016), h.2

2 Asri Agustiwi, “Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen
Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia” jurnal ilmu hukum,Vol. VIII No 1
(Maret 2014), Fakultas Hukum Universitas Surakarta, h. 4



yang dikutip oleh Hendra Nurtjahyo dalam jurnal hukum dan
pembangunan (2005) mengidentifikasi sebagai berikut:

Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang
makin kuat bahwa badan-badan negara tertentu
seperti organisaasi Tentara, organisassi Kepolisian,
dan Kejaksaan Agung serta Bank Sentral (Bank
Indonesia) harus dikembangkan secara Independen.
Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk
kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan
demokratisasi yang lebih efektif. Pada tingkatan
kedua juga muncul perekembangan berkenaan dengan
lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS HAM,
KPU, Komisi Ombudsman, KPPU, KPKN, KPK,
KKR, dan lembaga negara lainnya. Komisi-komisi
atau lembaga-lembaga semacam ini selalu diidealkan
bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi-
fungsi yang bersifat campur-sari. Yaitu semi legislatif
dan regulatif, semi administratif dan bahkan semi
yudikatif. Bahkan dalam kaitan dengan itu muncul
pula istilah independen dan self regulatory bodies
yang juga berkembang di banyak negara.

Dapat disimpulkan bahwa pada tataran pertama, lembaga
atau organisasi tentara, organisasi kepolisian, organisasi
kejaksaan dan organisasi Bank Sentral adalah lembaga-lembaga
yang pertama kali harus didorong untuk menjadi independen,
lepas dari kendali dominasi (Intervensi) kepala Pemerintahan
(Presiden). Sedangkan pada tataran kedua adalah mewujudkan
lembaga-lembaga penunjang (state auxiliary atau derivative
organ) yang independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan
eksekutif maupun legislatif. Upaya memberikan independensi
kepada lembaga, badan, dan komisi negara ini adalah sebagai



langkah  demokratisasi  terhadap lembaga-lembaga yang
menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara.®

Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru
terjadi sebagai konsekuensi terhadap perubahan UUD 1945.
Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah state
auxiliary organ atau state auxiliary institutions yang dalam
bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara penunjang.
Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era
reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).

KPK merupakan lembaga negara bantu yang posisinya
dapat disamakan dengan lembaga negara yang tertuang dalam
UUD 1945 karena mempunyai struktur organisasai yang sama
dengan lembaga negara seperti Komisi Yudisial. Dapat dikatakan
bahwa kedudukannya sama sederajat dengan Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi akan tetapi secara fungsional perannya
bersifat penunjang (auxiliary) terhadap lembaga kekuasaan
kehakiman. Komisi yudisial meskipun fungsinya terkait dengan
kekuasan kehakiman, tetapi tidak menjalankan fungsi kekuasaan

kehakiman.*

% Hendra Nurtjahyo, “Lembaga, Badan dan Komisi Negara
Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata
Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 35 No. 3 Juli
(September 2005) h. 279-280

* Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal
Nestro Megisster Hukum, Vol Il No 2 (2012), Universitas Tanjungpura, h. 3-6.



KPK memiliki hubungannya dengan legislatif dalam hal
pemilihan perangkat keanggotaanya sedangkan itu KPK juga
memliki keterkaitan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan
tindak pidana korupsi dimana KPK sebagai penyidik dan
penuntutnya.’

Menurut Jhon Alder (2014) beberapa kelembagaan
disebut public coorporation atau nationalised industries,
beberapa disebut Quangos (guasi-autonomous non-government
bodies). Akan tetapi secara umum menurut Alder disebut non-
departement bodies, public agencies, comissions, board dan
authorities. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut pada
umumnya berfungsi sebagai a quasi governmental word of
oppointed bodies dan bersifat non departmental agencies, single
purpose authorities dan mixed public — private institution.
Sifatnya quasi atau semi pemerintahan dan diberi fungsi tunggal
ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti disatu pihak
sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang
dicampur dengan legislatif. Oleh karenanya lembaga-lembaga
tersebut selain disebut auxiliary state organ juga disebut sebagai
self regulatory agencies, independent supervisory bodies atau

lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran.®

® Tjokorda Gde Indraputra dan | Nyoman Bagiastara, “Kududukan
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary
institution)”, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Udayana, h. 3-6

® Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis Auxilary State Organ Dalam
Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI), Jurnal MMH Jilid 43 No 1 Januari 2014, h. 4



Dapat ditarik kesimpulan bahwa KPK merupakan
lembaga negara yang mempunyai fungsi campuran dalam
menjalankan tugasnya, tetapi dalam persoalan ini penulis sendiri
memiliki pertanyaan tersendiri antara lain KPK merupakan
lembaga negara yang mempunyai fungsi campuran apakah KPK
termasuk ke dalam lembaga eksekutif atau legislatif dan atau
yudikatif? Mana yang mendominasi fungsi KPK sehingga dalam
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pasal 3 menyatakan
bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan
bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.’

Hiruk pikuk tata kelola sistem pemerintahan Indonesia
banyak membuat perubahan-perubahan terhadap posisi atau
kedudukan lembaga negara penunjang salah satunya ialah
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
dirasa kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak
hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf
Komisi Pemberantasan Korupsi serta adanya masalah dalam
pelaksanaan tugas dan wewenang, kelemahan koordinasi dengan
sesama aparat penegak hukum, program problem penyadapan,
pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi,

serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu

" Pasal 3, UU No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Korupsi



mengawasi  pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemberantasan Korupsi sehingga dirasa memungkinkan terdapat
cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan
pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Maka untuk itu
dilakukan  pembaharuan hukum agar pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan
terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian
negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.® Maka
dengan itu dibuatlah pembaharuan hukum atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 berubah menjadi Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang KPK.

Melihat dari pada persoalan latar belakang masalah di atas
maka penulis tertarik untuk meniliti persoalan ini dengan
mengangkat sebuah judul “REPOSISI FUNGSI DAN
KEWENANGAN  AUXILIARY STATE ORGAN DI
INDONESIA (Studi UU No 19 Tahun 2019 Tentang KPK).

B. Rumusan Masalah
Mengingat luasnya pembahasan pada latar belakang yang
penulis paparkan di atas, mengacu pada judul yang penulis ambil,
maka dapat di tarik rumusan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana posisi KPK sebagai auxiliary state organ di
Indonesia Pasca UU No. 19 Tahun 2019?

® “Undang-undang nomor 19 tahun 2019, www.jogloabang.com/
,diakses pada 21 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB.



http://www.jogloabang.com/

2.

Bagaimana fungsi dan kewenangan KPK pasca terbitnya
UU No. 19 Tahun 2019?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang

hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1.

Untuk mengetahui posisi KPK sebagai auxiliary state
organ di Indonesia Pasca UU No 19 Tahun 2019

Untuk mengetahui fungsi dan kewenangan KPK pasca
terbitnya UU No 19 Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas yang telah

penulis kemukakan, maka ada beberapa manfaat yang ingin

penulis peroleh ialah:

1. Manfaat teoritis

a.

Dari penelitian ini penulis berharap agar dapat menambah
kontribusi pengetahuan tentang Reposisi fungsi dan
kewenangan auxiliary state organ di Indonesia pasca
perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi
UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa hukum Kkhususnya mengenai efektifitas

lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam



menjalankan peran dan fungsinya pada sistem
ketatanegaraan Indonesia.

c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin
mendalami lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangsih
pemikiran mengenai aspek hukum khususnya dalam
reposisi fungsi dan kewenangan auxiliary state organ
pasca terbitnya UU No 19 Tahun 2019, untuk memberi
rekomendasi dalam memberantas tindak pidana korupsi

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
evaluasi dan bahan pertimbangan untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme sehingga tercapainya cita-cita

kemerdekaan Indonesia.

E. Penelitian terdahulu yang relevan

Penelitian mengenai fungsi dan kewenangan lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi sudah banyak dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Sementara penelitian tentang Reposisi
fungsi dan kewenangan auxiliary state organ di Indonesia (Study
Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK), sejauh ini
belum pernah penulis temukan. Maka untuk mendukung

penelitian tersebut penulis melakukan penelusuran terkait studi



kajian review terdahulu atau kajian pustaka dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Nama
Penulis/ Judul

No | Skripsi/ atau Substansi Persamaan | Perbedaan
Jurnal/
Tahun
1 Angga Dalam skripsi | Persamaan Dalam
Marhandy ini penulis dalam penelitian
Prihantoro/ menjelaskan skripsi ini ini penulis
Eksisitensi tentang ialah sama lebih
state auxiliary | eksistensi state sama membahas
organs dalam auxiliary membahas mengenai
rangka organs dalam teori fungsi dan
mewujudkan rangka lembaga | kewenangan
good mewujudkan | negara yaitu Komisi
governance di | good and clean | tepatnya Pemberanta
Indonesia governance tentang san Korupsi
(studi yang auxiliary sebagai
kelembagaan mengambil state organ auxiliary
terhadap studi kasus dan tentang | states organ
Komisi pada lembaga Komisi pasca
Pemberantasan Komisi Pemberanta | terbitnya
Korupsi/ llmu | Pemberantasan san UU No 19
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Hukum, Korupsi Korupsi. | Tahun 2019
Fakultas
Hukum
Universitas
Sebelas Maret
Surakarta/
Tahun 2010
Sitti Nurlin/ Dalam skripsi | Persamaan | Sedangkan
Kedudukan ini penulis dalam dalam ini
lembaga membahas dan | skripsi ini penulis
negara Ad Hoc | menjelaskan ialah sama | membahas
dalam sistem | tentang semua sama tentang
ketatanegaraan lembaga membahas posisi
Indonesia/ negara Ad Hoc teori fungsi dan
Program Studi | (state auxiliary tentang kewenangan
lImu Hukum, bodies atau lembaga | lembaga Ad
Fakultas auxiliary state negara. Hoc atau
hukum, organ) di auxiliary
Universitas Indonesia. state organ
Hasanuddin berpusat
Makasar/ pada
Tahun 2013. lembaga
KPK.
Kewenangan | Dala skripsi ini | Persamaan | Perbedaann
KPK penulismemba dalam ya ialah
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melakukan has dan skripsi ini dalam
penyadapan menjelaskan ialah skripsi ini
terhaddap tentang mengenai penulis
orang yang kewenangan | pembahasan lebih
diduga KPK yang kewenangan | terfokus
melakukan terfokus pada KPK. pada
tindak pidana kewenangan kewenangan
korupsi (study | penyadapanter penyadapan
Undang- hadap KPK
Undang No. 30 | seseorang yang terhadap
Tahun 2002 diduga seseorang
Tentang KPK)/ melakukan yang diduga
Jurusan tindak pidana melakukan
Hukum Tata korupsi serta tindak
Negara/ bagaimana pidana
Fakultas hukumnya korupsi dan
Syariah/ UIN berdasarkan dalam
Sultan UU NO. 30 skripsi ini
Maulana Tahun 2002 penulis
Hasanuddin Tentang KPK. bersandar
Banten/ Tahun pada UU
2018 No. 30
Tahun 2002
Tentang

KPK
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F. Kerangka Pemikiran
Indonesia merupakan sebuah negara yang diproklamirkan

pada tanggal 17 Agustus 1945. Para founding father bersepakat
bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berkedaulatan rakyat, dan negara Indonesia merupakan negara
hukum (rechtsstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat).
Dimana pancasila merupakan dasar negara yang mengandung
makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila
menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara negara. Melihat
dari pada arti dari negara hukum ialah segala tindakan warga
negara diikat dan diatur dalam aturan hukum, karena pada
dasarnya hukum bersifat memaksa dan mengikat maka segala
aturan hukum dalam suatu negara harus ditaati. Menurut F.J
Stahl, dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan
ciri-ciri negara hukum (rechtsstaat) sebagai berikut:

(1). Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

(2).Pemisahan kekuasaan negara

(3).Pemerintahan berdasarkan Undang-undang

(4). Adanya Peradilan Administrasi Negara.’

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama

ini diatur dalam UUD 1945, yang dalam perubahannya telah
diangkat dalam UUD pasal 1 ayat 3 yang berbunyi sebagai

® Abdul Hamid, Teori negara hukum, (Bandung: CV. Pustaka Setia,
2016), h. 303-304
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berikut: "Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi
ketentuan ini adalah bahwa segala sikap, tindakan, kebijakan alat
negara dan penduduk negara harus berdasar dan sesuai dengan
hukum. Bahkan Kketentuan ini untuk mencegah terjadinya
kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang
dilakukan alat negara maupun penduduk negara.™

Melihat dari pada point kedua yaitu pemisahan kekuasaan
(seperation of power) dan pembagian kekuasaan (devision of
power). Pemisahan kekuasaan terbagi menjadi dua yaitu
pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan
dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam
lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi
(checks and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat
vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara
vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di
bawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal,
bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal.**

Secara mendasar kekuasaan lazimnya dipetakan ke dalam
beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. John Locke dalam
bukunya “Two Treatises of Government”, membagi kekuasaan

negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut Locke

% Supandri, “Kedudukan lembaga negara bantu dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia (analisis sengketa lembaga KPK dengan
Kepolisian Republik Indonesia”, (skripsi jurusan Ilmu Hukum Fakultas
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2015), h. 14.

1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana 2010), h. 13.
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fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari fungsi legislatif,
fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dengan mengikuti jalan
pikiran Jhon Locke, Montesquieu dalam bukunya “ L Espirit des
Lois” yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa inggrisnya
dikenal “The Spirit of the laws”, mengklasifikasikan kekuasaan
negara ke dalam tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang

2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan Undang-

Undang

3. Kekuasaan yudiktif untuk menghakimi.*?

Berdasarkan pendapat Ismail Suny, Philipus M. Hadjon
mengatakan bahwa pembagian kekuasaan negara berdasarkan
lembaga negaranya menurut UUD 1945 (pra-amandemen)
tidaklah mengikuti ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesqueiu
yang populer dengan istilah trias politika, tidak juga pula
mengikuti pola praktik Amerika Serikat, dan tidak juga mengikuti
pola praktik negara-negara Eropa, khususnya negera Belanda
yang telah menjajah negara Indonesia. sistem inilah yang
membuat unik sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sedangkan dalam pandangan Soepomo, bahwa UUD
1945 mempunyai sistem tersendiri yaitu berdasarkan pembagian
kekuasaan. Walaupun dalam pembagian kekuasaan itu setiap

lembaga negara sudah mempunyai tugas tertentu, namun dalam

12 Ahmad Yani, Sistem Pemerintahan Indonesia, Pendekatan Teori
dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Legislasi
Indonesia vol XV No. 2 (Juli2018), h.57.
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sistem ini dimungkinkan adanya kerjasama antar lembaga negara.
Jelaslah bahwa UUD 1945 tidak menganut pemisahan secara
(separation of power) tetapi dalam sistem ketatanegaraan
menurut UUD 1945 mengenal adanya pembagian kekuasaan.
Menyikapi hal ini Ismail Suny berpendapat: Dalam suatu negara
hukum yang penting bukan ada atau tidaknya trias politika,
persoalannya adalah dapat atau tidakkah alat-alat kekuasaan
negara itu dihindarkan dari praktik birokrasi dan tirani. Dan hal
ini tidaklah tergantung pada pemisahan kekuasaan itu sendiri,
tetapi kepada adanya sendi negara demokrasi yaitu kedaulatan
rakyat.'®

Sedangkan menurut teori Jean Bodin mengenai
kedaulatan ialah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah
republik. Bodin menganggap bahwa kedaulatan memberikan hak
untuk bisa melakukan apapun dan kapanpun untuk hanya
bertanggung jawab pada tuhan bila terjadi segala pelanggaran
atas hukum ilahi atau hukum alam. Susunan semacam itu, dalam
pandangan bodin, akan menghilangkan esensi kedaulatan, karena
kedaulatan tidak bisa dibagi-bagi. Kedaulatan memang bisa
dipegang oleh sejumlah orang atau masyarakat, namun ia tidak
bisa dibagi dan tidak bisa didistribusikan di antara beberapa
orang terpisah tanpa menghilangkan atau menghancurkan

kedaulatan itu sendiri. Doktrin tentang tidak adanya pemisahan

¥ Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara,............, h, 14-15
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kekuasaan yang banyak ditemui di filsafat hukum dan politik
Bodin.*

Hal ini berbanding terbalik dengan penegakan prinsip-
prinsip kedaulatan rakyat, prinsip Checks and Balances. Istilah
checks and balances adalah prinsip saling membagi dan
mengawasi antar cabang kekuasaan negara.™

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok
untuk atau dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau
kelompok lain sesuai keinginan para pelaku.'® Menurut Samuel P.
Huntington; modernisasi melibatkan perubahan dasar dalam
nilai-nilai masyarakat. Adakalanya kekuasaan-kekuasaan politik
digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan kekayaan,
sementara uang dapat pula dipergunakan untuk mamperoleh
kekuasaan politik. Namun, keduanya memiliki persamaan, yaitu
diperjual belikan demi keuntungan pribadi.

Dengan kekuasaan tersebut banyak pejabat yang
terdorong untuk melakukan tindakan koruptif. Sebagaimana telah
dipertegas oleh Lord Acton bahwa Power tends to corrupt, and

absolut power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung untuk

4 Carl joachim friedrich, filsafat hukum perspektif historis, (Bandung:
Nusamedia 2008), h. 74

5 Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia”,.................. ,h.57

% Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama: 2015) h. 13.
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korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi
absolut).'’

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap
struktur organisasi negara termasuk bentuk serta fungsi-fungsi
lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut,
berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa
dewan (Council), komisi (commision), komite (kommitee), badan
(board) atau otorita (authority).

Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru
terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Negara-
negara baru itu bisa dikenal dengan istilah state auxiliary organ’s
atau state auxiliary institutions yang dalam bahasa Indonesia
diartikan sebagai lembaga negara bantu atau lembaga negara
penunjang dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai

penunjang.®®

G. Metode Penelitian
Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai judul yang
telah penulis kemukakan, maka penulis mengambil langkah-

langkah metode penelitian sebagai berikut:

' M. Zainor Ridho, “KPK dan Kekuasaan”, jurnal Hukum dan
Politik, vol VIII No. 1 (Januari- Juni: 2017), Fakultas Syariah UIN Sultan
Maulana Hasanuddin Banten, h.21-22.

'8 Fitria, “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...., h. 3-5.
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1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan jenis penelitian pustaka (Library research). Penelitian
kualitatif menurut Kirk dan Miller adalah suatu tradisi tertentu
dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental
bergantung pada pengamatan manusia dalam kesannya sendiri
dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya
dan dalam istilahnya.'® Pada penelitian ini data-data yang

dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah
pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka yang
merupakan data sekunder yang dengan menggunakan peraturan

perundang-undangan, yang menjadi objek kajian penelitian.?

3. Sumber hukum penelitian.
Dalam penelitian ini untuk memecahkan sebuah persoalan
maka dibutuhkan sumber-sumber penelitian hukum. Maka dalam
penelitian ini menggunakan tiga sumber penelitian hukum, antara

lain yakni:

% pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif”, jurnal Equilibrum,
Vol V, No. 9 (Januari-Juni, 2009), h. 2

% Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif,
(Jakarta; Rajawali Press, 2013) h.12
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a. Sumber hukum primer
Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang
bahan-bahannya terdiri dari perundang-undangan. Dan dalam
penelitian ini sumber hukum primer diambil dari perundang-
undangan. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber
hukum primer yaitu berdasarkan undang-undang No 19 tahun
2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b. Sumber hukum sekunder
Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang
berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dari dokumen
resmi, contohnya seperti; buku-buku teks, kamus-kamus hukum,
jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya.?* Dalam penelitian ini
sumber hukum sekunder diambil dari buku-buku hukum dan

jurnal-jurnal hukum.

c. Sumber hukum tersier.

Sumber hukum tersier yaitu bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.”? Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan sumber bahan hukum tersier dari internet dan

buku-buku non hukum.

21 petter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, (Jakarta; Kencana
Prenada Media Group) h. 141

2. Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian
Hukum, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2013) h. 119
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4. Tehnik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum dikenal tiga jenis teknik
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data
studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan
data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan
Content Analysis. Dalam penelitian ini pengumpulan data bahan
pustaka dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap
buku-buku, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur,
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya

dengan masalah yang penulis teliti.?®

5. Teknik analisa data
Data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan, baik data
primer maupun data sekunder, disusun dengan menggunakan
analisis kualitatif. Kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif
yaitu  analisis yang  bersifat  mendeskripsikan  atau
menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk uraian
kalimat yang logis, yang kemudian diberi penafsiran dan

kesimpulan.

% Ahmad Badru Tamam, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam
Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Berdasarkan UU Komisi Yudisial
No 18 Tahun 2011 Dan Figh Siyasah”, (Skripsi jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; 2017) h. 16
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H. Sistematika penulisan

Proposal skripsi ini disusun penulis berdasarkan pedoman
penulisan skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana
Hasanuddin Banten tahun 2019 yang kemudian setiap babnya
dibagi lagi menjadi beberapa sub bab pembahasan yakni sebagai
berikut:

BAB | Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian
terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metodologi
penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Il Tinjauan umum tentang kelembagaan negara
Indonesia menyajikan tentang: pengertian main state organ dan
auxiliary state organ, struktur kelembagaan negara, struktur
kelembagaan lembaga negara utama, struktur kelembagaan
lembaga negara bantu, kedudukan dan fungsi lembaga negara
utama, kedudukan dan fungsi lembaga negara bantu.

BAB Il Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi
menyajikan tentang: sejarah terbentuknya KPK, kelembagaan
KPK, dinamika KPK pasca perubahan UU No. 19 Tahun 2019
serta pasal-pasal perubahan.

BAB 1V Reposisi fungsi dan kewenangan KPK Sebagai
Auxiliary States Organ di Indonesia pasca UU No. 19 Tahun
2019 Tentang KPK menyajikan tentang: Posisi KPK sebagai
auxiliary state organ di Indonesia Pasca UU NO 19 Tahun 2019,
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Fungsi dan kewenangan KPK sebelum dan sesudah terbitnya UU
No. 19 Tahun 2019.

BAB V penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



